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KEPUTUSAN

DEIYAN PERWAISLAN RAKYAT DAERAII
KOTA MEDAIT
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TEIYTAI{G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATT'RAIT DAERAH KOTA MEDAN
TAIrt l{ 2019

DEWAN PERWAKILAIT RAI(YAI DAERAH KOTA MEDAN

Menlmbang

Menglngat

c

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Medan tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undarg-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar, Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r092l;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

a

b. bahwa hasil penyusunErn Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kota Medan antara DPRD Kota Medan
dan Pemerintah Kota Medan ditetapkan dalam Rapat
Paripuma DPRD Kota Medan;



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan [€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
'Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, .Kabupaten

dan Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);I
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan t embaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Medan (kmbaran Daerah Kota
Medan Tahun 2O17 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2019;

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib.

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 14 Januari 2019.

2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD Kota Medan dengan Pemerintah
Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kota Medan tanggal 21 Januari 2019.

3. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 2l Januari
2019.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAI{ DEWAN PERWAKILIIN RAKYAT DATRAH
KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUI(AN
PERATURAIT DA.ERAH KO?A MEDAN TATIT'IT 2019.

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota
' Medan Tahun 2019 sebagaimana terlampir, yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari keputusan ini.
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KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Dltetapkan dl Medan
Pada tanggal zz .Ianuari 2O19

DEWAN PERWAIfiLIIN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAI{

Ketua,

HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

Tembusan:
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
B. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Pertinggal.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAI{ PERITAKII"AIT RAI(YAT DAERAH KOTA
MEDAIT TEIYTANG PROGRADI PEMBEITTUKAIT PERATT'RAN
DAIRAH TAHT'N 2019.

NOMOR :

TN{GGAL :

r?r I ^oq /Kep-DpRD/ tlz}tg.lL Januari 2019.

ancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 201 I sampai dengan 2031.

R
USUL

EKSEKUTIF

2
aturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pinjaman Daerah.

Rancangan Per
USUL

EKSEKUTIF

gan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018.

Rancan
USUL

EKSEKUTIF

cangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2019.

Ran
USUL

EKSEKUTIF

cangal Peraturan Daerah Kota Medan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 202O

Ran USUL
EKSEKUTIF

6 Peraturan Daerah Kota Medan tentang PenyelenggaraanRancangan USUL
EKSEKUTIF

7
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang pengelolaan
Barang Milik Daerah.

USUL
EKSEKUTIF

cangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pembatasan
Penggunaan Kantong Plastik dan Streofoam.
Ran

INISIATIF DPRD

9
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang I-arangan
Minuman Beralkohol.

10.
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengendalian
Minuman Beralkohol.

11.
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Sistem Pendidikan

di Kota Medan.
Rancangan

INISIATIF DPRD

L2.
cangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Aset

Daerah.
Ran

INISIATIF DPRD

a

DEITAN PERWAXILAN RAI(YAT DAERAII
KOTA MEDAN

Ketua,

HENRYJHON TIUTAGALUIIIG, S.E., S.H., M.H.

I
1.

INISIATIF DPRD

INISIATIF DPRD
l

I

o. I

14.

s.i

Keolahragaan.

i^l
I

TfATTTNO


